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DEKI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikutdalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2,
pekerjaan PNS (Guru), Kota Makassar, tempat tinggal di
Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota

Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Parang
Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat

bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam dengan gugatannyatanggal 8 Desember
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
dengan Nomor 2416/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 8 Desember 2016,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari
Kamis tanggal 15 April 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
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Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
084/84/IV/1993 tanggal 19 April 1993,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
mencapai 23 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya
pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini
anak pertama dan keempat dalam pemeliharaan Penggugat sedangkn
anak kedua, ketiga dan kelima dalam pemeliharaan orng tua Tergugat,
yang masing-masing bernama:

- ANAK,umur23 tahun
- ANAK,umur19 tahun
- ANAK,umur 12 tahun
- ANAK,umur9 tahun
- ANAK,umur7 tahun

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena
terjadinya perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan
dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugatada hubungan
dengan laki-laki lain tanpa alasan;

6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/
rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai
itikad baik untukitu.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan
tempat tinggal bersama karena dipukul oleh Tergugat sejak tanggal 13
Februari 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal
Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
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8. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil (Guru) di SDI Jongaya |l Kota Makassar dan telah
mendapatkan izin perceraian dari Walikota Makassar Nomor
800/4103/BKD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang
terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang
telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10.Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak
satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

11.Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau
pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan
ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamalate, dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka
Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama
Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT),
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Mariso,
Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
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datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi  dan patut sesuai relaas panggilan nomor
2416/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 20
Desember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwatidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
mendapatkan izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Walikota
Makassar nomor 800/4183/BKD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016,
sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak hadir di
muka sidang sehingga majelis hakim tidak dapat mengingatkan untuk
melaporkan kepada atasanyatentang adanya gugatan dari istrinya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, namun
majelis hakim tetap berusaha merukunkan dengan cara menasehati
Penggugat untuk berpikir agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah 084/84/IV/1993 tanggal 19 April 1993,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok
dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:
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1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanggal
alamat Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,
memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara kandung Penggugat;

- BahwaPenggugatdan Tergugat menikah pada tahun 1993 dan
tinggal bersama di Parang Tambung dan telah dikaruniai 5
(lima) orang anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran
tersebut tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan di badang
Penggugat karena telah dipukul oleh Tergugat, Penggugat ke
rumah saksi lalu ke dokter untuk divisum dan Penggugat
mengalami sakit beberapa hari yang penyebabnya Tergugat
sering marah-marah, emosi, namun saksi tidak mengetahui
penyebab peretengkaran tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
alamat Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tente
saksi dan kenal Tergugat bernama Irman;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat
tinggal di Parang Tambung dan telah dikaruniai 5 (lima) orang
anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar pada malam hari dan Tergugat pernah memukul
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Penggugatyang disebabkan karena Tergugat suka main judi on
line dan Tergugat suka cemburu yang tidak beralasan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama 1 (satu) tahun, Tergugattelah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah mencukupkan
bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya,;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat
ternyata telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap
di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah lagi
pulatidak ternyata bahwatidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan
yangsah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak
hadir dan perkara ini harus diperiksa dan diputus secara verstek
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukumdan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugattidak hadir,namun perkara
ini tentang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib
bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat,

maka Penggugattelah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat
dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 April 1993, sehingga bukii
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan
terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suamiistri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diaturdalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar,
saksi 1 pernah melihat bekas pukulan di badan penggugat, karena setelah
bertengkar penggugat ke rumah saksi sedangkan saksi 2 sering
mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari serta
kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama lebi satu tahun, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan
pertengkaran, karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan
dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan pemukulan
terhadap Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama lebih satu tahun;
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Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres
nomor 1 tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah
“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak
harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham
atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan
perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan
antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan
yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang
waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan
suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling
melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Februari
2015, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi
komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala
perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas,
telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut
tetap berlanjut dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2015 yang
mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah rumah

tersebut sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali
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sebagai suami istri dan tidak ada hubungan baik antara Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat, dihubungkan dengan pisah
rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya
keluarga menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan
tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim,
dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa
(broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud
dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga,
oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana
dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesiatanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998
yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak
tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal
itu adalah merupakan fakta hukumyang cukup untuk alasan dalam suatu
perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah
tanggaideal yang diinginkan sebagaimanatertuang dalam Al-Qur'an Surat
30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa
rahmah, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah
tanggaPenggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih

buruk lagi buat Penggugatdan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan
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jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri kemelut
rumah tangganya, maka dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak
kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu
kemaslahatan sebagiama kaidah fikih yang berbunyi:
7 Laa) Gl (e J 9 duilial) ¢ 0
Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehatjasmani dan rohani, maka
dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar
hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il
halaman 133 sebagai berikut:

A aldl agle sl Lea g 3 Aa g 30 A ) pae 8 o))

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak

satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar
hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat
dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni
menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan penggugat dan berdasarkan
pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah
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nomor 9 tahun 1975, dan untuk tertibnya administrasi perkawinan dan

perceraian bagi umat Islam, maka majelis hakim perlu memerintahkan

Panitera Pengadilan Makassar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan

satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan

dilangusungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 dan pasal 90 Undang-
undang Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang
berkenaan dengan perkaraini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mariso, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untukitu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 27

Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438
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Hijriah, oleh kami Drs.Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Hadidjah, M.H. dan Drs. H. AR Buddin,S.H.,M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah,S.H.,M.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah,M.H. Drs.Iskandar, S.H.

Drs. H. AR Buddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah,S.H.,M.H.
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran :Rp 30.000,

2. Administrasi : Rp 50.000,
3. Panggilan - Rp 240.000,
4. Redaksi :Rp 5.000,
5. Materai :Rp 6.000,
Jumlah : Rp 331.000,- ((tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin
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